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Indonesia memberlakukan 3 (tiga) sistem hukum, yaitu hukum kewarisan Barat, 
hukum kewarisan Islam, dan hukum kewarisan adat. Setiap dari sistem hukum 
tersebut memiliki karakter tersendiri dalam pengaturannya, termasuk pengaturan 
terkait kewarisan terkhusus perihal ketentuan tentang ahli waris pengganti. Hal ini 
dituangkan di pasal 185 ayat 1 dan 2. Isi pasal itu, cucu memungkinkan untuk 
memperoleh warisan bersamaan dengan anak laki-laki dan anak perempuan. 
Keberadaanya tidaklah tertutup oleh anak laki-laki, disebabkan statusnya 
menempati kedudukan ayah atau ibunya yang terlebih dahulu meninggal. 
Keberadaan ahli waris pengganti yang termaktub di KHI dinyatakan dengan jalur 
yurisprudensi yang bermula dari hukum adat. Berbeda dengan pandangan fikih 
klasik yang tidak menyebutkan cucu sebagai ahli waris ketika ada anak laki-laki, 
akan tetapi boleh memberikan harta warisnya kepada cucu dengan istilah wasiat. 
Kata kunci: ahli waris pengganti, cucu, Kompilasi Hukum Islam 
 
Pendahuluan 
Hukum kewarisan di Indonesia telah bergumul dalam realitas hukum yang 
plural, yaitu hukum kewarisan Islam, hukum kewarisan adat, dan hukum 
kewarisan BW. Kenyataan tersebut berpengaruh signifikan dalam praktik 
kewarisan di tengah-tengah masyarakat. Keterpengaruhan tersebut dapat dilihat 
mulai dari konsep waris, alasan mewarisi, bagian ahli waris, dan cara 
penghitungannya serta bentuk penyelesaian sengketa waris. Ketiga subsistem 
hukum kewarisan ini sudah berfungsi dan memberikan penawaran-penawaran etis 
ke sejumlah permasalahan-permasalahan terkait kewarisan.
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Khusus untuk Warga Negara Indonesia yang beragama Islam, Pemerintah 
Indonesia membuat Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kemudian melalui Instruksi 
Presiden RI No. 1 Tahun 1991, KHI dijadikan sebagai bahan rujukan utama bagi 
hakim di Pengadilan Agama untuk menyelesaikan masalah perkawinan, 
kewarisan, dan wakaf. KHI menjadi sumber hukum yurisprudensi yang 
didasarkan pada hukum yang hidup (living law) semenjak ratusan tahun silam. 
Perkembangannya menjadi KHI melalui jalur kompromistik dengan hukum Islam, 
hukum adat, dan hukum Barat.  
Dalam kenyataannya, bagi umat Islam KHI yang berisi hukum keluarga 
masih menimbulkan pro dan kontra. Salah satu contoh persoalannya yaitu 
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mengenai penggantian kedudukan ahli waris atau plaatsvervulling (ahli waris 
pengganti). Permasalahan ini dimuat dalam pasal 185 KHI yang berbunyi:  
(1) Ahli waris yang telah meninggal terlebih dahulu dari sipewaris, 
maka kedudukannya dapat tergantikan oleh anaknya, terkecuali mereka 
yang disebut dalam pasal 173. (2). Bagian ahli waris pengganti tidak 




Pasal 185 KHI adalah sebuah terobosan pemerintah Indonesia yang tidak 
dikenal dalam tradisi Islam klasik. Oleh karena kenyataan tersebut, menarik untuk 
didiskusikan dengan lebih mendalam. 
 
Pengertian Ahli Waris Pengganti 
Plaatsvervulling yaitu bahasa Belanda yang memiliki arti waris pengganti. 
Penggantian kedudukan disebut juga dengan penggantian ahli waris, yaitu orang 
yang meninggal dunia dengan menyisakan cucu, dengan sebab meninggalnya 
orang tuanya terlebih dahulu.
65
 Untuk memperoleh warisan dari kakek ataupun 
neneknya, seorang cucu memungkinkan untuk menduduki tempat orang tuanya 
yang telah meninggal. Jika orang tuanya masih hidup, perolehan yang berhak 
diterima cucu adalah sejumlah perolehan yang diterima orangtuanya. 
Terkait dengan istilah waris pengganti, Raihan A. Rasyid membedakannya 
menjadi dua, yaitu ahli waris pengganti dan pengganti ahli waris. Dikatakannya, 
ahli waris pengganti yaitu seseorang semulanya bukanlah ahli waris, namun 
dikarenakan kondisi tertentu, dia berhak menjadi ahli waris serta memperoleh 
warisan dalam statusnya sebagai ahli waris. Sebagai contohnya, pewaris tidak 
menyisakan anak, namun menyisakan cucu perempuan atau laki-laki dari anak 
laki-laki. 
Adapun pengganti ahli waris yaitu seorang semulanya bukanlah termasuk 
ahli waris, akan tetapi dikarenakan dalam kondisi tertentu dan karena ada 
pendapat lain yang memungkinkan memperoleh warisan, meskipun statusnya 
tetap tidak sebagai ahli waris. Perumpamaannya, pewaris menyisakan anak 
beserta cucu perempuan ataupun laki-laki, dengan kondisi orang tuanya telah 





Gambaran Ahli Waris Pengganti dalam Pasal 185 KHI 
Terkait konsepnya dalam pasal 185 masih dianggap kabur, disebabkan 
karena tidak adannya penjelasan mengenai pasalnya. Wajar saja, akhirnya apabila 
muncul berbagai penafsiran dan permasalahan. Bukti ketidakjelasannya adalah 
siapakah ahli waris pengganti yang dimaksud?
67
 Status KHI sebagai bahan hukum 
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bagi Pengadilan Agama sekaligus dijadikan pedoman dalam menetapkan perkara 
perihal ahli waris pengganti.
68
 Disamping masih dianggap kabur dan belum tegas, 
sehingga menimbulkan tafsiran yang beragam pula di kalangan para hakim dalam 
menetapkan suatu perkara. 
Sebagaimana tertulis pada pasal 185 ayat (1) dan ayat (2) KHI terkait ahli 
waris pengganti sangat mempunyai pengaruh dalam pembagian harta warisan. 
Pengaruhnya yaitu menjadikan adanya pihak yang sebelumnya tidak berhak 
mendapat warisan mejadi berhak memperoleh warisan, termasuk dari seberapa 
banyak perolehan yang akan didapatnya. Biasanya, ahli waris pengganti diberikan 
kepada cucu pancar laki-laki ataupun perempuan dan selanjutnya ke bawah. 
Pancar laki-laki dalam fikih mawaris disebut dengan far'u mużakkar. 
Seperti anak laki-laki, cucu keturunan laki-laki ke bawah. Sedangkan keturunan 
perempuan dikenal dengan far'u waris muannas, adalah anak perempuan dan cucu 
laki-laki atau perempuan keturunan perempuan ke bawah. 
Mengutip Amir Syarifuddin yang memberikan pernyataan bahwa dalam 
hukum kewarisan mayoritas pendapat mengatakan, cucu yang berhak menduduki 
anak yaitu cucu melalui anak laki-laki bukan melalui anak perempuan. Demikian 
juga ketika ada anak saudara yang menduduki saudaranya yaitu dari saudara anak 
laki-laki saja bukan yang perempuan. Sedangkan ada pikiran lain yang 
mengatakan tidak ada bedanya terkait penggantian kedudukan ahli waris antara 
laki-laki dan perempuan. Maka, antara laki-laki ataupun perempuan berhak atas 
warisan dari kakek atapun neneknya. Pendapat mayoritas, dalam haknya 
memposisikan cucu sebagai cucu secara langsung dan tidaklah secara penuh 
menduduki posisi ayahnya seperti tertera pada KUH Perdata sebagai 
plaarsvervulling. Kewarisan anak mengenai kedudukannya serta urutannya lebih 
dahulu daripada cucu, sehingga cucu selalu ter-mahjūb apabila terdapat anak yang 
masih hidup, entah anak itu dari ayahnya sendiri atau saudara ayahnya. Maka, 
cucu ketika ayahnya terlebih dahulu meninggal tidaklah mempunyai hak untuk 
mendapatkan warisan dari kakeknya, apabila terdapat paman yang masih hidup. 




Disebutnya ahli waris penganti dalam paal 185 KHI dianggap sangat 
berani, sebab ahli waris pengganti sebelumnya tidak dikenal dalam hukum Islam 
terutama fikih klasik. Penentuan dalam pasal 185 KHI terkait waris pengganti 
dianggap sebagai suatu strategi terhadap pelembagaan hak cucu atas warisan 
ayahnya yang terlebih dahulu meninggal dari kakeknya. Hal ini dapat dipahami 
dalam kalimat “ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari si pewaris, 
sehingga posisinya memungkinkan diisi oleh anaknya”. Kalimat tersebut juga 
dapat dimaknai ada bagian warisan untuk cucu keturunan perempuan dalam 
kondisi ayahnya terlebih dahulu meninggal dari kakek. Terdapat keterangan lain, 
pada umumnya sistem pembagian warisan dalam Islam, cucu pancar perempuan 
tidaklah mungkin menduduki posisi ibu mereka ketika terdapat anak laki-laki. 
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Bunyi Pasal 185 KHI pada kenyataannya terlalu sering menjadi perdebatan 
dan dianggap rawan multitafsir. bahkan di lingkungan Peradilan Agama oleh para 
hakim-hakimnya. Kenyataan ini menunjukkan bahwa dalam KHI terkait 
pengaturan ahli waris penganti belum mampu memberikan kepastian hukum. 
Arus utama yang menjadi perebatan yaitu apakah ahli waris pengganti 
sifatnya tentatif atau imperatif? Berlakunya apakah hanya kepada ahli waris ke 
samping atau berlaku juga ke bawah? Sebagai ahli waris pengganti apakah 
menempati secara mutlak atau secara relatif posisi orang tuanya?
70
 Bagi para 
hakim kata “dapat” menjadikan kemungkinan adanya ijtihad atau kebebasan 
berpendapat ketika hendak memutuskan perkara. Rechtsvinding law atau ijtihad, 
yaitu metode istinbaṭ hukum (cara pengambilan hukum) termasuk pengambilan 
preseden hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat (living law). 
Sementara itu, mayoritas di negara-negara Muslim sampai saat ini tidak 
ada pemberlakuan ahli waris pengganti. Hanya saja, cucu keturunan perempuan 
supaya mendapatkan warisan, maka mereka menetapkan dengan menggunakan 
aturan wasiat wājibah. Seperti di Mesir, Suriah, Sudan, Tunisia, dan Maroko, 
memberlakukan peraturan yang terkait dengan cucu yang tertutup oleh saudara 
yang masih hidup dari orang tuanya dengan memberlakuan hukum wasiat 
wājibah.71 
Aturan yang tercantum dalam pasal 185 KHI yaitu mengenai pemberian 
hak kepada seseorang dari keturunannya yang masih hidup dari ahli waris yang 
telah meninggal dunia. Dapat dipahami berdasarkan pasalnya, menegaskan 
adanya pergantian tempat ahli waris. Berarti yang berhak untuk menduduki 
tempat yang terlebih dahulu meninggal yaitu anaknya. Pasal tersebut juga 
memberi penegasan bahwa yang berhak menduduki sebagai pengganti yaitu ahli 
waris yang ditetapkan atas dasar hukum ataupun ketetapan hakim yang pengganti 
tersebut tidak pernah terlibat dalam kasus pembunuhan, atau menganiaya para 
pewaris, ataupun telah terlibat dalam tindak kriminal.
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Ketetapan pasal 185 ayat 1 juga memungkinkan dimaknai bahwa yang 
berhak menjadi ahli waris pengganti yaitu keturunan dari anak laki-laki atau 
perempuan. Dengan artian, yang bisa menjadi ahli waris pengganti cucu laki-laki 
dari anak perempuan dan cucu perempuan dari anak laki. Demikian juga, yang 
bisa menjadi ahli waris pengganti cucu laki-laki dari anak perempuan dan cucu 
perempuan dari anak perempuan juga. 
Ketentuan dalam pasal ini sangat berlainan dengan ketetuan dalam fikih, 
yang mana tidak membolehkan keturuan anak perempuan menjadi ahi waris 
pengganti. Tidak hanya itu, keturunan anak laki-laki (cucu) juga tidak berhak 
mendapatkan harta warisan, jika dalam ahli waris tersebut terdapat anak laki-laki. 
Dengan demikian, cucu dari anak laki-laki menjadi terhalang untuk mendapatkan 
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warisan. Persoalan utamanya yakni apa yang mendasari pemikiran dalam 
perumusan KHI dalam pasal 185. 
Yahya Harahap menyatakan boleh jadi yang dijadikan dasar pertimbangan 
dan pemikiran para penyusun KHI dalam membuat rumusan pasal 185 adalah 
bertolak dari persoalan ekonomi.
73
 Jika saja dalam memberikan hak itu didasari 
atas masalah ekonomi, tentu saja al-Quran akan membatasi dalam memberikan 
hak kewarisan terhadap ahli waris yang ekonominya lemah saja. Dan orang 
dengan kondisi ekonominya kuat, maka tidak perlu diberikan haknya. Namun, 
realitanya al-Quran tidak mengatakan demikian. 
Al-Quran tidak memberikan batasan untuk ahli waris yang tidak mampu 
saja, namun untuk ahli waris yang mampu juga. Meskipun orang tua pewaris 
adalah seorang yang mampu dan anaknya tergolong kurang mampu, akan tetapi 
al-Quran telah memberikan ketetapan hak bagi orang tua pewaris. Begitu juga 
sebaliknya. Al-Quran telah membuktikan dalam penetapan pemberian hak 
kewarisan tidaklah didasari atas alasan ekonomi, akan tetapi berdasarkan kepada 
kedudukan sebagai anggota kerabat.
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Sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 185 ayat 2 KHI, tampak 
adanya pembatasan bagian mengenai jatah harta waris bagi ahli waris pengganti. 
Dinyatakannya, “bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli 
waris yang sederajat dengan yang diganti”. Yang dijadikan sebuah persoalan, 
penggunaan kata “tidak melebihi” dan “yang sederajat”. 
Pada kata “tidak boleh melebihi” mengandung makna batasan seberapa 
besar dari harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris yang diperoleh oleh ahli 
waris pengganti. Sedangkan kata “bagian ahli waris yang sederajat dengan yang 
diganti” mempunyai makna besarnya bagiannya adalah sepadan dengan seberapa 
besar perolehan ahli waris yang setara dengan yang diganti dan dibolehkan 
mengurangi, namun dilarang melebihi. 
Yang perlu dipertanyakan adalah kata sederajat. Yang dimaksud apakah 
anak laki-laki dan anak perempuan? Ataukah sederajatnya anak laki-laki dengan 
laki laki, perempuan dengan perempuan? Mempertegas masalah ini sangat 
diperlukan, disebakan berhubungan dengan asas hukum kewarisan dalam Islam. 
Maka, solusi yang dilakukan untuk mengatur kembali sifat tentatif dalam pasal 
185 ayat 1 yaitu dengan menghapuskan kata “dapat”, hingga redaksinya berbunyi: 
“Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris kedudukannya 
digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173”. 
Sedangkan pasal 185 ayat 2 dengan cara menghapuskan kata “sederajat”, 
sehingga berbunyi: “Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian 
ahli waris yang diganti”. 
Dengan mengubah bunyinya, setidaknya tidak ada opsi lagi mencari 
perolehan yang memberikan keuntungan dan tidak ada lagi keputusan ahli waris 
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pengganti yang bergantung terhadap pendapat hakim. Dengan demikian, sifat 
diskriminatif, ketidakadilan, serta ketidak pastian hukum dapat terminimalisir. 
 
Kewarisan Cucu dalam Pandangan Fikih 
Abdul Ghafur mengartikan ahli waris yaitu orang yang mempunyai hak 
untuk memperoleh harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Status haknya 
untuk memperoleh warisan dapat diberikan setelah semua harta warisan 
dikelompokkan dan dipisahkan agar menjadi harta warisan.
75
 Orang yang 
mempunyai hubungan nasab dengan yang meninggal, maka harta tersebut akan 
beralih ke padanya. Dalam Mażhab Syafi‟i ahli waris yang layak untuk 
memperoleh harta waris terdiri dari aṣhāb al-Furūḍ dan „aṣabah. Berbeda dengan 
Mażhab Hanafi dan Hanbali yang memberi tambahan ahli waris żāwi al-Arḥām.76 
Dengan adanya hubungan tertentu, maka ia berhak menjadi ahli waris, 
karena: (1) adanya hubungan kekerabatan, (2) adanya hubungan perkawinan, (3) 
adanya keterkaitan antara budak dan orang yang memerdekakannya. Akan tetapi, 
Mażhab Syafi‟i dan Maliki menambahkan adanya hubungan agama (seagama).77 
Dalam pandangan Ibnu Hazm, seorang cucu berhak memperoleh wasiat 
wājibah yaitu ketika terhalang keberadaannya saudara garis ke samping dari orang 
tuanya. Dikatakannya, wajib hukumnya memberikan wasiat kepada ahli waris 
yang tidak layak memperoleh warisan. Ibnu Hazm juga berpendapat bahwa 
memberikan wasiat kepada ibu, bapak, dan kerabat hukumnya juga farḍu. Ketika 
seseorang meninggal terlebih dahulu sebelum memberikan wasiat, maka bagi ahli 




Dan dalam pandangan Syiah Imamiyah sendiri memberikan wasiat 
hukumnya boleh, meskipun tanpa melalui izin dari ahli waris yang lainnya, 
selama besar bagiannya tidak melebihi dari sepertiga bagian.
79
 
Mengenai dasar yang dijadikan rujukannya dalam mewajibkan wasiat 
yaitu terdapat pada surat al-Baqarah ayat 180. 
 َمْلِاب َينِبَر َْقْلأاَو ِنْيَدِلاَوِْلل ُةَّيِصَوْلا ًار ْ يَخ َكَر َت ْنِإ ُتْوَمْلا ُمُكَدَحَأ َرَضَح اَذِإ ْمُكْيَلَع َبِتُك ِفوُرْع  ۖ  ا ِّقَح
 َينِقَّتُمْلا ىَلَع 
Maksud dari ayat ini bahwasanya Allah telah mewajibkan kepada setiap 
orang, apabila ada diantara kamu semua didatangi tanda-tanda ajal, ketika ia 
dalam kondisi menyisakan banyak harta, maka diperintahkan untuk memberikan 
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wasiat kepada ibu bapak dan kerabatnya dengan jalan-jalan yang ma‟rūf. Yang 
demikian itu merupakan bentuk kewajiban orang-orang yang bertakwa. 
Penjelasan Ibnu Hazm mengenai al-Aqrabūn yang termaktub dalam surat 
al-Baqarah ayat 180 yaitu orang-orang yang memiliki nasab (keturunan) dengan si 
mayit dari pihak bapak atau ibu, ataupun memungkinkan dari keduanya. Selama 
tidak ada dalil pendukung, maka tidak boleh memasukkan orang lain ke dalam 
pengertian al-Aqrabūn (kerabat karib) tersebut. Bagi orang-orang yang tidak 
tergolong dalam golongan ahli waris aṣhāb al-Furūḍ dan „aṣabah, kemudian 
disebut oleh para ulama dengan kelompok żāwi al-Arḥām.80 Mengenai żāwi al-
Arḥām, Ibnu Hazm merujuk pada surat al-Anfal ayat 75. 
Meskipun pandangan mereka berdasarkan surat al-Baqarah ayat 180 tidak 
sejalan dengan pendapat beberapa ulama yang mengatakan bahwa ayat tersebut 
statusnya sudah di-nasakh oleh ayat yang mengatur tentang pembagian harta 
warisan. Akan tetapi, mereka tetap mengatakan bahwa yang di-nasakh adalah 
mengenai hukum wajibnya untuk memberikan wasiat kepada ahli waris. Sesudah 
hukum wajibnya di-nasakh, maka ayat tersebut tetap berfungsi membolehkan 
berwasiat kepada ahli waris. Sehingga, wasiat boleh saja kepada siapapun 
termasuk ahli waris maupun bukan ahli waris, dan tidaklah diharuskan 




Kewarisan Cucu dalam Hukum Negara Malaysia 
Dalam sebuah literatur disebutkan, cucu akan terhalang dengan 
keberadaan anak si mayit yang laki-laki, begitu juga terhalang oleh bapaknya. 
Sebab ada hubungan secara langsung dengan si mayit, atau ter-mahjūb dengan 
keberadaan pamannya, dikarenakan dia merupakan „aṣabah paling dekat dengan 
si mayit.
82
 Permasalahan yang akan timbul ketika orang tuanya terlebih dahulu 
meninggal, kemudian anak yang ditinggalkan tersebut telah memiliki keturunan. 
Dalam masalah waris, hak cucu menjadi perhatian serius dari para ahli 
hakim. Enakmen Wasiat Orang Islam Negeri Selangor Seksyen 27 yang berisi 
tentang pembaharuan hukum waris dan wasiat, ketentuannya sedikit berbeda dari 
ketentuan dalam madzhab Syafii. Ketika terdapat cucu laki-laki dan cucu 
perempuan dari keturunan anak laki-laki, dengan keadaan orang tuanya meninggal 
sebelum dari kakek ataupun neneknya, baginya memperoleh maksimal 1/3 dari 
wasiat wājibah. Porsi yang didapat cucu di sesuaikan dengan perolehan yang 
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Negara Malaysia, perundang-undangan lebih condong ke Mażhab Syafi‟i. 
Jika persoalan yang akan dirujuk tidak terdapat dalam Mażhab Syafi‟i ataupun 
tidak sesuai dengan kebutuhan zaman serta kepentingan umum, maka Mażhab lain 
bisa menjadi pertimbangan. 
Di Malaysia, yang pertama menerapkan Undang-undang Pentadbiran 
Hukum Syara‟ adalah Negeri Selangor, yang dibukukan dalam bentuk Enakmen 
Wasiat Orang Islam Negeri Selangor No. 4 Tahun 1999. Mulai diberlakukan 
Enakmen ini pada tanggal 1 Juli 2004, yang sebelumnya diundangkan pada 30 
Sepetember 1999. Isi dari Enakmen ini bahwa cucu dari anak laki-laki dengan 
keadaan orangtuanya terlebih dahulu meninggal, diberikan wasiat wājibah 
maksimal sebesar 1/3 dari harta peninggalan. Ketika ayahnya masih hidup, bagian 
minimal disamakan dengan bagian yang akan diperoleh oleh ayahnya, selama 
tidak lebih dari 1/3 harta pewaris. 
Sekiranya, bagian yang didapat ayah atau ibunya yaitu 1/3 atau kurang 
dari 1/3, maka pembagiannya seyogyanya tetap dilakukan pada ketentuan 
tersebut. Jika bagian yang diterima melebihi dari 1/3, maka dikurangkan untuk 
menjadi 1/3, dengan syarat sebagai berikut:
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1. cucu laki-laki dan perempuan dari keturunan laki-laki dan perempuan  ke 
bawah mempunyai hak mendapatkan wasiat wājibah. 
2. setidaknya dua orang tuanya terlebih dahulu meninggal dari kakek atau nenek 
atau meninggal secara bersama dengan kakek atau nenek dalam kurun waktu 
yang bersamaan atau dalam waktu yang berbeda. 
3. bukanlah merupakan waris kepada harta peninggalan datuknya, cucu laki-laki 
ataupun perempuan. Seandainya mereka adalah waris terhadap harta 
peninggalan secara farḍu atau ta‟ṣīb, maka bagi mereka tidaklah mempunyai 
hak mendapatkan wasiat wājibah, meskipun bagianya sedikit dibandingkan 
wasiat wājibah. 
4. jika ada perbedaan agama antara anak laki-laki maupun perempuan dengan 
bapak ibunya, atau terlibat dengan pembunuhan bapak atau ibunya, maka 
wasiat wājibah dari kakeknya tidak berhak diperolehnya. 
5. bagian bapak ibu yang akan diambil anak dari kakek atau nenek dengan batas 
maksimal 1/3 dari harta  pusaka. Jika perolehannya kurang dari 1/3 atau sudah 
1/3, maka pembagiannya tetap di angka 1/3. Sekiranya bagiannya lebih dari 
1/3, maka dikurangi agar menjadi 1/3, akan tetapi sesudah mendapatkan 
kesepakatan dari ahli waris yang lain. 
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6. pembagian wasiat wājibah dilakukan sesudah semua pengurusan yang 
berhubungan dengan mayit selesai. 
7. cucu yang berhak untuk mendapatkan bagian dari wasiat wājibah adalah yang 
didasarkan atas prinsip-prinsip dalam faraiḍ, yaitu laki-laki mendapatkan 
bagian 2:1 atas perempuan. 
8. seandainya kakek ataupun nenek sudah menyerahkan harta ke cucu dengan 
cara hibah, wakaf, dan lainnya dengan ukuran yang sepantasnya didapat oleh 
anak laki-laki ataupun anak perempuan yang setidaknya masih hidup. Jika 
pemberiannya adalah kurang dari yang sepantasnya diperoleh cucu dari bagian 




Kedudukan hukum tentang ahli waris pengganti dalam kewarisan Islam di 
Indonesia dirumuskan secara tentatif dalam KHI pasal 185 ayat 1, yaitu ahli waris 
yang lebih dahulu meninggal daripada si pewaris dan posisinya memungkinkan 
ditempati oleh anaknya, terkecuali mereka yang disebutkan pada pasal 173 
(melakukan tindakan penganiayaan berat). Harta waris yang diperoleh oleh ahli 
waris pengganti tidak selalu sama dengan yang digantikan, yakni dilarang 
menambahi dari perolehan ahli waris yang setara dengan yang diganti, namun 
boleh menguranginya. 
Hak cucu yang ter-mahjūb dalam formulasi fikih klasik, dengan merujuk 
pasal 185 KHI mereka masih mendapatkan hak waris melalui ahli waris 
pengganti. Cucu memungkinkan untuk mendapatkan warisan bersamaan dengan 
anak laki-laki maupun anak perempuan. Posisinya tidaklah tertutup dengan 
keberadaan anak laki-laki, disebabkan kedudukan mereka adalah menempati 
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